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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Money politic merupakan masalah yang selalu terjadi di setiap
wilayah saat ada pemilihan kepala desa, pemilu, maupun pemilihan
gubernur dalam proposal ini penulis akan menulis tentang money politic
dalam pemilihan kepala desayang terjadi di desa Tasikmadu Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek. Penulis sangat tertarik untuk membahas
tentang money politic dalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dikarenakan masyarakat
yang berada di desa tersebut sangat beragam dalam mengeluarkan
pendapat mereka. Selain itu di Desa Tasikmadu tersebut juga memiliki
keunikan tertentu yang tidak dimiliki olen Desa lainnya, selain itu di
penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang money politicyang
terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek maka dari itu peneliti tertarik untuk
mengulas lebih dalam tentang money politicyang terjadi dalam pemilihan
kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek. Sebelum membahas tentang money politicdisini penulis akan
membahas terlebih dahulu tentang Demokrasi. Demokrasi sebagai dasar
hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat
memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan
tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan
akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya
kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya
tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk

mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur



dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde baru
Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju
sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan
pemilihan kepala desa yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih
terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang
berbeda.’

Pemilihan Kepala Desa , atau disingkat Pilkades adalah suatu
pemilihan yang dilaksanakan secara langsung di desa oleh warga desa
setempat untuk memilih Kepala Desa. Lebih lanjut, Pilkades adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan
Kepala Desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan
pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa juga tidak terlepas
dari adanya partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, sistem demokrasi
juga memiliki beberapa kelemahan salah satunya adalah perihal finansial
yang membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga tak jarang sistem
demokrasi juga menyebabkan kendala di sektor keuangan karena memang
membutuhkan biaya yang tinggi. Selain persaingan antara janji calon
kepala desa mereka juga bersaing dalam merebut hati rakyat yaitu dengan
mengiming-ngimingi sejumlah uang kepada mereka. Tak jarang praktik
money politik terjadi dalam pemilihan kepala desa. Sehingga
sesungguhnya sangatlah menciderai esensi dari bernegara. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa.

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang

memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung,umum,

'Fuad Fachruddin, Agama Dan Pendidikan Demokrasi (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), him. 54
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bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Kepala Desa menjabat maksimal dua kali.

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk
Panitia.Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan
melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan
yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala yang telah
memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa berhak dipiih diumumkan kepada masyarakat
ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial Budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang
dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara
terbanyak; Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan
Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan
Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada
Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa
Terpilih.

Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima
belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan
dari BPD.



11. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15
(lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan
Bupati/Walikota.

12. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil
dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan
desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk
menentukan pilihannya. Pilkades merupakan kesempatan bagi warga
desa untuk memilih kepala pemerintah atau kepala desa yang nantinya
dipercaya untuk mengelola Kinerja aparatur pemerintah di desa.
Penyelenggaraan pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi
masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung
dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang

bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut.

Dalam pelaksanaanya pilkades selalu dikotori dengan cara-cara
yang tidak baik. Money Politic kini tidak hanya terjadi ditingkat
pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari
pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi
sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan
money politic. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan,
renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang
“panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan

pemungutan suara.

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita
kehidupan oraganisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi
selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan negara,
proses pencapaian tujuan negara dan melaksanakan tujuan negara dengan

sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih



terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat
berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti
ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan
segala cara melalui politik uang (money politic) dan kampanye negatif

(negative campaign). 2

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi
Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan
peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia
yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang
mencakup aspek-aspek agidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam
hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya.
Dalam Al-Qur’an terdpat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum,
yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa
tujuan dasar Al-Qur’an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin
menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang mu’min, meningkatkan
kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari’ahnya sendiri dengan
benar, dalam arti jalan menuju tuhan. Demikian juga, apabila suatu hukum
dalam Al-Qur’an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan
dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal
dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas
kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk
meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka
kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan

setiap negara dan masa.’

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia
dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga
memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti

tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya

2 Budianto. Dasar-Dasar llmu Tata Negara (Jakarta : Erlangga, 2000), him. 17.
¥ Muhammad Sa’id Al-Asmawy, Menentang Islam Politik (Bandung : Alifya, 2004), him. 152.



berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan
memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan
politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk
melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.* Hukum Islam
datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah dirampas
manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang
produk manusia. Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya
dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta memenangkan di atas
semua sistem yang ada. Apabila melihat perjuangan Rasulullah SAW ,
dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di
madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama
sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah
SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah. Pada dasarnya
hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan
tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang
bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar
hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam

yang maslahah.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

* Khairudin Yujah Sawij, Perebutan Kekuasaan Khalifah : Menyingkap Dinamika Dan Sejarah
Politik Kaum Sunni (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2005), him. 1.



Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu bena-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya” ( Q.S. An-Nisa ayat 59).°

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan
penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil,
makmur serta berpegang pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya
peegasan hukum secara mendetail. Dalam hukum Islam sendiri, money
politic itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk kategori Rishwabh.
Rishwah (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar
yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan
hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil
inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka
wajar bila ulama sepakat mengharamkan rishwah yang terkait dengan
pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab
sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata
kehidupan menjadi tidak jelas.® Sebagaimana telah diketahui bahwasanya,

Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Bagarah ayat 188:
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Artinya :” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Bagarah ayat 188).”

*Departemen Agama R, A Qur’an dan Terjemahnya ( Bekasi : Bagus Sabara, 2013), him. 87.
¢Abdullah bin Abd. Muhsin, Suap Dalam Pandangan Hukum Islam (Jakarta : Gema Insana, 2001),

him. 9.

" Al-Qur’an (2) : 188



Praktek money politicdalam sejarah Indonesia diantaranya diatur
dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti
Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.
Dalam KUHP vyaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku
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politik uang. Ayat (1) berbunyi “ Barang siapa pada waktu diadakan
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya
atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar
empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan ayat (2) berbunyi “Pidana yang
sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau

janji mau disuap”. ®

Penjelasan diatas nampak bahwa agama dan undang-undang
melarang adanya money politic dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya
terkadang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba
meneliti dan menelusuri bagaimana pandangan masyarakat setempat
mengenai Money Politic dalam Pilkades menurut Pandangan Pespektif

Hukum Positif dan juga menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

fokus penelitian tentang Money Politicdalam Pemilihan Kepala Desa di
Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2019.
Adapun pertanyaan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Money Politic dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019?

® Moeljatno, KUHP dan KUHAP (Jakarta :Bumi Aksara,2009),him. 52.



2. Bagaimana Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa Tasikmadu Kec.
Watulimo Kab. Trenggalek tahun 2019 berdasarkan hukum positif?

3. Bagaimana Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa Tasikmadu Kec.
Watulimo Kab. Trenggalek tahun 2019 berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumasan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai Money Politic dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek tahun 2019

2. Untuk mengetahui Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa
Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2019
berdasarkan Perspektif Hukum Positif

3. Untuk mengetahui Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa
Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2019
berdasarkan Perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis.

Untuk digunakan sebagai dasar dan bahan hukum pada akademik dan
masyarakat secara umum sekalian dengan meningkat kesadaran hukum
terhadap masyarakat agar bisa menjalankan peraturan dengan baik dan
demi kemaslahatan bersama.

2. Secara Praktis.

a. Bagi Penulis.
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam
menambah wawasan tentang Money Politic khususnya dalam Pemilihan
Kepala Desa.

b. Bagi Kepala Desa
Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan agar pada saat pemilihan Kepala Desa Tasikmadu tidak akan ada

lagi Money Politic dan calon kepala desa bisa bersaing secara sehat



supaya terwujud kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan
nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

c. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum/pembaca
terutama mengenai Money Politic yang ada di dalam Pemilihan Kepala
Desa dan meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar terjadi
kontrol sosial yang baik dalam hidup bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman pengertian dan
kekeliruan dan penafsiran terhadap kandungan Judul “Money Politics
dalam Pilkades Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek Tahun 2019 ” dan agar judul tersebut dapat dimengerti
secara umum menyangkut isi dan pembahasan, maka perlu diuraikan

penjelasan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Money Politics secara bahasa berarti “memasang tali,
ngomong, mengambil hati”. Sedangkan menurut pakar hukum
tata negara Yuzril lhza Mahendra, definisi money politic
sangat jelas yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan
materi.

b. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala
Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan
Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang
lagi untuk satu kali jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak
bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikordinasikan
saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan
nama lain misalnya, wali nagari (Sumatera Barat), pambakal
(Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel

(Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu).



2. Maksud dari penelitian yang berjudul “Money Politic Dalam
Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek” adalah bagaimana Money Politic menurut
pendapat masyarakat setempat, Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial dalam
masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil
penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan
mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya
berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjaun pustaka
atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (ground theory) dan teori-teori
yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik
yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang
dikemukakan oleh peneliti.

Bab Ketiga , menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai
oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis

data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.



Bab Keempat adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan
data, temuan penelitian.
Bab Kelima adalah berisi mengenai pembahasan

Bab Keenam adalah kesimpulan dan saran



